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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli esuai Pasal 1365 KUHPerdata, terjadi ketika salah satu pihak bertindak melanggar hukum, beritikad buruk, atau menimbulkan kerugian, melampaui sekadar wanprestasi (ingkar janji). Contohnya termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, penjualan barang milik orang lain, atau menahan barang/dokumen setelah lunas.
Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn adalah perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata sehingga  menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan, menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp.12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan serta menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.

Pertimbangan Hakim majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN adalah  berfokus pada pembuktian keberadaan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya kesalahan, kerugian, dan kausalitas. Hakim mengutamakan saksi, transfer bank, dan kuitansi untuk membuktikan kesepakatan lisan tersebut).
Saran

Agar menjamin kepastian hukum perjanjian jual beli sebaikanya dibuat secara tertulis dan  tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi perbuatan melawan hukum. 

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka para pihak harus menyadari kewajibannya sehingga tidak menimbukan permasalahan hukum.

Agar para pihak jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jual beli secara lisan untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan jika tidak dapat diselesaikan baru menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.


